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ABSTRAK

Nama : Rachmad Dandi Octaviansyah
NIM 201810110311404
Judul : Analisa Yuridis Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual

terhadap Anak menurut Kode Etik Kedokteran
Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H

2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Merespon adanya peningkatan kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat,
pemerintah mengambil langkah responsif dengan menambahkan pidana tambahan
yakni kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun kebiri
kimia ini justru menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena adanya
persinggungan dengan HAM. Selain itu, dikarenakan pelaksanaan kebiri kimia ini
melibatkan aspek kesehatan, maka kebiri kimia juga bersinggungan dengan Pasal 5
kode etik kedokteran sehingga kasus Muhammad Aris menjadi contoh penolakan
rumah sakit dalam melakukan kebiri kimia. Polemik ini yang kemudian menjadi
perdebatan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan
tinjauan yuridis penerapan sanksi kebiri kimia menurut hukum positif di Indonesia
dan penerapan sanksi kebiri kimia dikaitkan dengan dokter yang menolak
melakukan kebiri kimia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui permasalahan
yuridsi dari penerapan kebiri kimia dari undang-undang hingga peraturan pelaksana
dan kajian mendalam terkait standardisasi penolakan dokter dikaitkan dengan kode
etik dan kewajiban patuh terhadap hukum. Metode yang digunakan dari penelitian
ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
perbandingan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai dasar hukum bagi
hakim dalam memberlakukan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Sanksi
kebiri kimia ini diterapkan dengan dengan pertimbangan bahwa pemidanaan ini
tidak bersifat wajib. Hal ini diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan
apakah akan dijatuhkan atau tidak atau menjadi alternatif. Tugas hakim adalah
menegakkan hukum dan menegakkan keadilan Makna dari kalimat di atas adalah
hakim menegakkan hukum, artinya hakim wajib memutus perkara yang diajukan
kepadanya, tanpa memandang siapa pelaku tindak pidana tersebut (equality before
the law). Temuan kedua menyatakan bahwa penolakan dokter dalam pelaksanaan
kebiri kimia memiliki perisnggungan dengan kode etik kedokteran, namun penting
untuk tidak dipertimbangkan agar hal ini tidak bermuara pada obstruction of justice.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Kebiri Kimia
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ABSTRACT

Nama : Rachmad Dandi Octaviansyah
NIM 201810110311404
Title : Juridical Analysis of Chemical Castration for Perpetrators of

Sexual Crimes against Children according to the Code of Medical
Ethics

Advisor : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H
2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Responding to the increase in sexual crimes that occurred in the community, the
government took responsive steps by adding additional punishment, namely
chemical castration in Law Number 17 Year 2016. However, this chemical
castration actually raises pros and cons among the public because of the intersection
with human rights. In addition, because the implementation of chemical castration
involves health aspects, chemical castration also intersects with Article 5 of the
medical code of ethics so that the Muhammad Aris case becomes an example of
hospital rejection in carrying out chemical castration. This polemic then becomes a
debate, so a more in-depth study is needed related to the juridical review of the
application of chemical castration sanctions according to positive law in Indonesia
and the application of chemical castration sanctions associated with doctors who
refuse to do chemical castration. The purpose of this study is to determine the
juridical issues of the application of chemical castration from the law to the
implementing regulations and an in-depth study related to the standardization of
doctor's refusal associated with the code of ethics and the obligation to comply with
the law. The method used in this research is normative with statutory, conceptual,
and comparative state approaches. The result of this research shows that the
government has issued Law Number 17 Year 2016 as a legal basis for judges in
imposing chemical castration sanction as an additional punishment. This chemical
castration sanction is applied with the consideration that this punishment is not
mandatory. This is left to the Panel of Judges to decide whether it will be imposed
or not or become an alternative. The duty of the judge is to uphold the law and
uphold justice The meaning of the sentence above is that the judge enforces the law,
meaning that the judge is obliged to decide the case submitted to him, regardless of
who the perpetrator of the crime is (equality before the law). The second finding
states that the refusal of doctors in the implementation of chemical castration has a
connection with the medical code of ethics, but it is important not to be considered
so that this does not lead to obstruction of justice..

Keywords: Child; Protection; Chemical Castration
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